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ABSTRAK

Di era digital sekarang ini terdapat banyak transaksi perdagangan
melalui dunia maya (online atau via internet), sehingga antara penjual dan
pembeli tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Diantara layanan yang diberikan
internet yang dikenal dan umum dilakukan adalah e-commerce, contoh
kegiatan ini adalah transaksi perdagangan umum melalui sarana internet.
Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang
mengatur transaksi internet yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE dan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi
elektronik. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana mekanisme
perjanjian elektronik pada transaksi e-commerce menurut UU ITE dan
Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian elekronik dalam UU
ITE pada transaksi e-commerce?

Dari permasalahan diatas jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif. Sumber primer dari penelitian ini adalah
Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), al-
Qur‘an, kaidah-kaidah figh dan buku-buku figh. Sedangkan sumber sekunder
antara lain tulisan-tulisan tentang Perjanjian Elektronik dalam transaksi e-
commerce baik berupa buku, jurnal, artikel, tulisan dalam internet atau yang
lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode
dokumentasi. Dalam menganalisis data yang diperolen penulis akan
menggunakan metode Content Analysis.

Hasil dari penelitian ini bahwasanya transaksi elektronik terjadi pada
saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui
penerima, setelah transaksi dilakukan maka terjadilah perjanjian elektronik
antar kedua pihak. Perjanjian elektronik dalam berbagai akad muamalah
sebagaimana diatur dalam UU ITE ditinjau dari hukum Islam adalah boleh
sesuai dengan hukum asal muamalah yaitu a/-ibahah (boleh) selama tidak ada
dalil yang melarangnya. Namun demikian, transaksi online diperbolehkan
menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya
seperti riba, penipuan, kecurangan, pemaksaan dan yang sejenisnya serta
memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya.



Kata kunci: Perjanjian Elektronik, E-Commerce, Hukum Islam, UU ITE.
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“Wahai orang-orang beriman! Apabila kamu melakukan transaksi untuk waktu
yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang

penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. . .”
(Q.S. Al-Bagarah: 282)
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PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab

| Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< ba’ B Be

< ta’ 4 Te

< sa N Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je

z h h ha (dengan titik di bawah)
z kha’ Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 Zal Z za (dengan titik di atas)
B) ra’ R Er

J Zai a Zel

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
o= sad $ es (dengan titik di bawah)
o= dad d de (dengan titik di bawah)
L ta’ t te (dengan titik di bawah)
35 za’ V4 zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ Koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

- fa’ F Ef
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X Qaf Q Qi
&l Kaf K Ka
J Lam L ‘el
N Mim M ‘em
J Nun N ‘en
S waw w w
s ha’ H Ha
3 hamzah ‘ apostrof
$ ya’ Y Ye
Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
35 dae ditulis Muta’addidah
Bus ditulis Sddah
Ta’marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h
RS ditulis hikmah
iy ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan apada kata-kata arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali, bila
dikehendaki lafal aslinya)

a. Bila diketahui dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

9\_55‘)[\3_5‘); ditulis Karamah al-auliya

b. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau

dammah ditulis dengan t.

il ditulis Zakat al-fitr




B. Vokal Pendek

-

Fathah Ditulis a
Kasrah Ditulis i
; d’ammah Ditulis u
C. Vokal Panjang
1. Fathah + alif Ditulis a
sl Ditulis Jjahiliyah
2. Fathah + ya’mati Ditulis a
S Ditulis tansa
3. Kasrah + ya’mati Ditulis i
("1; Ditulis karim
4. Dammah + wawu mati Ditulis a
S Ditulis Sfuriid
D. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’mati Ditulis ai
<"<"’ Ditulis bainakum
2. Fathah + wawu mati Ditulis au
3 Ditulis gaul

Jg

E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof




("ﬁﬁ ditulis a’antum
| ditulis u’iddat
o il ditulis la’in syakartum
Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah
J\J.EJ\ Ditulis al-Qur’an
s Ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

Lo |

Ditulis

as-Sama

,.,.q...J'“\

Ditulis

asy-Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

PoALs3

ditulis

zawi al- furad

L Snf

ditulis

ahl as-Sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku
masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu,
perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa
batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan
berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang
bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan
kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana
efektif perbuatan melawan hukum.’

Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer sebagai
produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara
teknologi telekomunikasi, media dan komputer yang menghasilkan sarana
baru dan disebut dengan internet.? Internet telah menghadirkan realitas
kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan
waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan
aktivitas dalam (real) sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih
mudah. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada,
dengan medium internet dapat dihadirkan di hadapan kita. Kita dapat

melakukan transaksi bisnis, mengobrol, belanja, belajar, dan berbagai aktifitas

! Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, cet. Ke-3
(Bandung: PT Refika Aditama, 2010), him. 1.

2 Abdul Wahid dan Mohamad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), cet. Ke-2
(Bandung: Refika Aditama, 2010), him. 23.

XiX



lain layaknya dalam kehidupan nyata.® Diantara layanan yang diberikan
internet yang dikenal dan umum dilakukan adalah e-commerce, contoh
kegiatan ini adalah transaksi perdagangan umum melalui sarana internet.”

E-commerce merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan
antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian
yang sama untuk mengirimkan jumlah barang, pelayanan, atau peralihan.
Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital)
yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak dan keberadaan
media ini dalam public network atas sistem yang berlawanan dengan private
network (sistem tertutup). Dan sistem the public network ini harus
mempertimbangkan sistem terbuka. E-commerce adalah pembelian dan
penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa konsumen online di
internet.”

E-commerce merupakan perkembangan dan bagian dari era teknologi
informasi yang mampu menciptakan ekonomi baru. Internet saat ini sudah
umum digunakan oleh dunia usaha dalam rangka mencari informasi dagang,
promosi dagang, hubungan/kontrak dagang secara internasional keseluruh
negara/dunia. Sarana ini, walau tahap awal investasinya cukup keseluruh
negara/dunia. Sarana ini, walau tahap investasinya cukup mahal, namun
proses bisnis selanjutnya akan menjadi lebih cepat. Akses data dan informasi

bisnis dapat berlangsung cepat. Hampir seluruh instansi pemerintah, termasuk

® Abdul Wahid dan Mohamad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), him. 30.
4 -
Ibid., him. 25.
> Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan
Hukum di Indonesia, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), him. 5.
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perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri (kedutaan besar,
konsulat jenderal, maupun atase perdagangan), sudah menggunakan e-
commerce®

Usaha e-commerce yang dapat diakses menggunakan internet
merupakan usaha yang sangat unik karena hanya dengan satu media,
perusahaan dapat melakukan usaha/bisnis, baik dengan sesama perusahaan
(Business to Business; B2B) ataupun proses bisnis langsung antara pebisnis
dengan konsumen atau penjual dengan pembeli (Business to consumer; B2C).
Mereka dapat melakukan proses bisnis, mulai dari promosi produk,
penawaran, dan permintaan produk, tanya jawab antara konsumen dan
produsen atau antara pembel dengan penjual, secara efektif.’

Dengan e-commerce ini seorang penjual (seller) tidak harus bertemu
langsung (face to face) dengan pembeli (buyers, consumers) dalam suatu
transaksi dagang. Transaksi bisa terjadi hanya lewat surat menyurat melalui
email, telekopi dan lain-lainnya. Pembayaran (payment) bisa dilakukan juga
melaiui internet. Data message (pesan data) yang berisi agreement (perjanjian
dan kesepakatan kontrak) bisa disampaikan oleh salah seorang diantara pihak
yang terkait (sebagai originator) kepada pihak lain (si penerima, adressee)
secara langsung atau melewati mediator (intermediary) melalui jasa elektronik

seperti internet, ekstranet, internet, email dan lainnya.®

® Sudaryono, Pengantar Bisnis Teori dan Contoh Kasus (Yogyakarta: Andi offset, 2015),
him. 253.

" Ibid., him. 254.

8 M. Arsyad Sanusi, Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (E-Commerce): Studi
tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya, Jurnal Hukum. No. 16 Vol 8. Maret 2001: 10 — 29.
Him. 11.

XXi



Terlepas dari keuntungan yang ditawarkan oleh e-commerce tersebut di
atas, sebenarnya dalam transaksi e-commerce itu terdapat permasalahan-
permasalahan hukum yang sangat krusial. Sebagian contoh dari permasalahan
hukumnya adalah mengenai keabsahan transaksi bisnis melalui jasa net atau
elektronik ini dalam perspektif hukum perdata, karena pelaku bisnis dalam e-
commerce mungkin juga dilakukan oleh anak di bawah umur dewasa, atau
karena ada beberapa persyaratan yang masih dianggap kurang memenuhi
ketentuan hukum perdata konvensional seperti masalah tanda tangan digital
dan data massage. Masalah hukum lainnya adalah seperti jaminan keaslian
(authenticity) data dan kerahasiaan dokumen (privacy), masalah kewajiban
dan pengurusan pajak (tax), perlindungan konsumen (protections of
consumers), rujukan hukumnya ketika terjadi breach of contract tort
(perbuatan melanggar hukum), yurisdiksi, pelaksanaan hukum, dan lain
sebagainya.’

Permasalahan hukum yang muncul dalam perdagangan dengan
menggunakan internet ini berkaitan dengan hukum kontrak. Aturan kontrak
konvensional dalam hukum positif Indonesia belum mampu menjangkau
sepenuhnya terhadap model kontrak yang dilakukan secara elektronik
(electronic contract). Dalam transaksi tanpa menggunakan cyber, maka
transaksi tersebut merupakan paper based contract. Apabila terjadi sengketa
antara para pihak, maka dokumen kertas tersebut akan diajukan sebagai bukti.

Ini berbeda dengan transaksi perdagangan melalui praktek e-commerce

°® M. Arsyad Sanusi, Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (E-Commerce): Studi
tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya, him. 12.
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Transaksi e-commerce merupakan paperless transaction. Dokumen yang
dipakai adalah digital document. Padahal digital dokumen apabila diprintout,
tidak dianggap sebagai asli dokumen, karena bisa diubah dengan mudah tanpa
dapat dilacak kembali, tidak berwujud, karena transaksi terjadi without face to
face. Email yang dilakukan tidak bersifat pribadi, karena server pengirim
maupun server penerima memiliki catatan email tersebut. *°

Masalah hukum vyang timbul dalam aktivitas telematika, yaitu
pelaksanaan hukum pembuktian. Masalah pembuktian tersebut meliputi
masalah otentifikasi subjek hukum yang membuat transaksi via internet,
kekuatan mengikat secara hukum perjanjian dalam e-commerce, mekanisme
peralihan hak, hubungan hukum, dan pertanggungjawaban hukum para pihak
yang terlibat, legalitas dokumen catatan elektronik serta tandatangan digital
sebagai alat bukti, mekanisme penyelesaian sengketa, dan juga masalah
jurisdiksi peradilan perdata dalam penyelesaian sengketa. Perlu dikemukakan
di sini bahwa kegiatan bisnis bermula dari kontrak. Oleh karena itu, kontrak
bisnis Indonesia perlu disesuaikan dengan tuntutan globalisasi ekonomi.
Prinsip-prinsip hukum perjanjian seperti yang tertuang dalam KUHPerdata
sebenarnya masih dapat dipertahankan, namun juga memiliki problematika
ketika diterapkan pada pembuktian transaksi e-commerce™

Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan khusus

yang mengatur transaksi internet yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008

10 Maya Indah, Aspek Perjanjian Electronic Commerce dan Implikasinya pada Hukum
Pembuktian di Indonesia, MMH. Jilid 39 No. 2. Juni 2010, him. 172.

1 Maya Indah, Aspek Perjanjian Electronic Commerce dan Implikasinya pada Hukum
Pembuktian di Indonesia, him. 173.
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tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE dan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi
elektronik.

Transaksi (akad) merupakan unsur penting dalam suatu perikatan.
Dalam Islam persoalan transaksi sangat tegas dalam penerapannya, dan ini
membuktikan bahwa keberadaan transaksi tidak boleh dikesampingkan begitu
saja dalam setiap bidang kehidupan manusia (umat Islam), karena begitu
pentingnya transaksi dalam suatu perjanjian.** Secara umum dapat dilihat
bahwa dalam perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang
bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, atau
tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus
dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau
diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu. Pada transaksi e-commerce
dapat terjadi akad salam, istisna’, dan murabahah. Transaksi as-salam
merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara
tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Transaksi a/-
istisna’ merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara
disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan
barang ditangguhkan.® Sedang murabahahadalah akad jual beli barang

dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati yang

12 Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan,
cet. Ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), him. 252.

¥ M. Husaini, “Bisnis E-Commerce dalam Perspektif Islam”, llmu Dakwah dan
Pengembangan Komunitas 9, no.2 (Juli 2014), him. 190.
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oleh penjual dan pembeli. Pada murabahah, penyerahan barang dilakukan
pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh
ataupun dicicil.**

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan kabul yaitu; (1) ijab
dan kabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh kedua pihak yang
melangsungkan akad, (2). Antara ijab dan kabul harus sesuai, (3). Antara ijab
dan kabul harus bersambung dan berada berada di tempat yang sama.
Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui
diantara kedua pihak yang melangsungkan akad.*

Jika konsep akad ini menjadi acuan dalam menakar keabsahan akad,
maka akan banyak problematika hukum. Dengan kecanggihan teknologi
informasi dan komunikasi, maka berbagai transaksi terjadi dengan
menggunakan media sosial dan transaksi dilakukan secara online. Jual beli
online merupakan aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan
perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan
perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara

elektronik.®

B. Definisi Operasional
Guna menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan istilah

sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, penulis

! Wardah Yuspin, “Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah”, Ilmu
Hukum 10, no. 1 (2007), him. 63.

1> Ridwan, “Rekonstruksi ljab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online”, Al-
Manahij 11, no. 2 (2017), him. 177.

' Ibid., him. 178.
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perlu menegaskan istilah dari judul penelitian ini. Adapun penegasan yang

penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

1. E-Commerce
Suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau
dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk
mengirimkan jumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak.

2. Perjanjian Elektronik (Kontrak Elektronik)
Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui
sistem elektronik.*’

3. UUITE
Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik juga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19
tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008
tentang Informasi dan transaksi elektronik. Fokus kajian dalam skripsi ini
adalah bab 1 pasal 1 poin 2 tentang transaksi elektronik, pasal yang sama
poin 17 tentang kontrak elektronik dan bab 5 yang terkait dengan transaksi
elektronik.

4. Hukum Islam
Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu
Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaff yang di

akui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama

7 pasal 1 Ketentuan Umum, angka 17 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.
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Islam.’®* Adapun yang dimaksud dengan hukum Islam disini adalah

berbagai pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab figh.

Dengan demikian, judul skripsi ini adalah penelitian yang bermaksud
untuk mengkaji perjanjian elektronik dalam transaksi e-commerce dalam

hukum Islam.

C. Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang di atas, maka terdapat beberapa hal yang
menjadi pokok masalah yaitu:
1. Bagaimana mekanisme perjanjian elektronik pada transaksi e-commerce
menurut UU ITE?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian elekronik dalam

UU ITE pada transaksi e-commerce?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap
perjanjian elekronik pada transaksi e-commerce
b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perjanjian elektronik pada
transaksi e-commerce menurut UU ITE.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

informasi bagi semua pihak terutama pemerhati hukum Islam dan

'8 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), him. 42.
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sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan e-commerce sekaligus sebagali
acuan dan masukan dalam perkembangan hukum mu amalah.
b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan
hukum Islam pada khususnya, lebih khusus lagi terhadap masalah

kontrak elektronik pada e-commerce.

E. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan penelitian ini akan diuraikan serangkaian telaah
pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan ini dari
berbagai buku dan penelitian yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya yang berjudul “Hukum
Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)”
membahas tentang hukum perjanjian Islam, perjanjian Islam bermotif
keuntungan (tijarah), perjanjian Islam bermotif sosial (tabarru’), eksistensi
hukum perjanjian Islam di zaman modern, alternatif penyelesaian sengketa
dalam kegiatan bisnis syariah, dan keabsahan perjanjian Islam melalui media
komunikasi elektronik.

Abdul Ghofur menyebutkan bahwa meskipun perjanjian terjadi melalui
dunia maya, akan tetapi hukum di dunia nyata masih berlaku, antara lain
bahwa dalam perjanjian melalui internet itu harus tetap berdasarkan pada kata
sepakat, adanya kecakapan bertindak secara hukum, adanya objek tertentu dan

perlu adanya kausa yang halal sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320
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KUHPerdata. Kemudian apabila dikaitkan dengan prinsip syariah, menurut
Abdul Ghofur maka ia harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun
mengenai rukun dari perjanjian adalah adanya ijab gabul, sebab akad adalah
perikatan antara ijab dan gabul.*®

Mardani dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perikatan Syariah di
Indonesia” membahas tentang tinjauan umum hukum perikatan syariah di
Indonesia, konsep akad dalam hukum perikatan syariah, perikatan jual beli
(sale and purchase/al-ba’i), akad pertukaran dan produk-produknya, akad
percampuran dan produk-produknya, kontrak jasa (fee-based service),
perikatan pada era modern dan era teknologi dalam perspektif hukum Islam,
dan alternatif penyelesaian sengketa perikatan syariah.

Dalam hal e-commerce menurut hukum Islam, Mardani sependapat
dengan Abdul Ghofar bahwa perjanjian syariah dapat saja dilakukan melalui
internet yatu melalui e-commerce, baik yang bersifat bussiness to bussiness
maupun bussines to consumer e-commerce tentu saja harus memenuhi rukun
dan syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan adanya transaksi melalui internet,
diharapkan dapat memperlancar setiap kegiatan usaha yang ada. 2

Gemala Dewi, Widyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti dalam buku
karya mereka yang berjudul “Hukum Perikatan Islam Indonesia” membahas
tentang dasar berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia, karakteristik

hukum perikatan Islam, konsep perikatan akad dalam hukum Islam, bentuk-

9 Abdul Ghofur Ansori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan
Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), him. 197-204.

20 Mardani, Hukum Perikatan Syariah Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), him. 236-
238.
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bentuk perikatan yang menjadi dasar dalam kegiatan usaha dan
penggolongannya, kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga-lembaga
Islam di Indonesia, dan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis
modern yang didalamnya meliputi perniagaan secara elektronik ditinjau dari
hukum perikatan Islam.

Dalam bidang mualamalah, dikenal suatu asas Hukum Islam, yaitu asas
kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua
hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang hubungan
tersebut tidak dilarang oleh al-Qur’an dan as-Sunah. Ini berarti, bahwa Islam
memberi  kesempatan  luas untuk

kepada berkepentingan

yang
mengembangkan bentuk dan macam hubungan perdata (baru) sesuai dengan
perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia. Tuhan memudahkan dan

tidak menyempitkan kehidupan manusia seperti yang dinyatakan dalam QS.

al-Bagarah (2): 185, 286.

Transaksi Jual

Beli di Indonesia

(Studi  Analisis

hukum Islam.

Perlindungan
Konsumen No.
Tahun 1999.

NO NAMA PEI%LI;EIL'JI'II_AN PERSAMAAN PERBEDAAN

1. | Murdiyanto Perlindungan Peneliti Hukum Positif yang
(Skripsi  IAIN | Hukum terhadap | membahas diteliti oleh peneliti
Purwokerto Konsumen E- | transaksi e- | adalah KUHPerdata
2012) Commerce dalam | commerce dalam | dan Undang-Undang

8

2l Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni
Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), him. 200-209.

XXX

Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam




NO NAMA PEIiILéIIZ_)IL'JI'II_AN PERSAMAAN PERBEDAAN
Hukum Positf dan
Hukum Islam)®
2. | Andi Tenri | Tinjauan Hukum | Peneliti Peneliti meninjau
Ajeng P. | Perjanjian  Jual- | membahas KUHPerdata dalam
(Skripsi  UIN | Beli Melalui E- | tentang perjanjian | penelitiannya.
Alauddin Commerce® jual beli melalui
Makassar e-commerce
2017) tinjauan  hukum
Islam dan UU
ITE.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini

adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research)

yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari

kepustakaan.?* Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, jadi untuk

menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai hukum

2 Murdiyanto, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen E-Commerce dalam Transaksi
Jual Beli di Indonesia (Studi Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)”, Skripsi (Purwokerto:
IAIN Purwokerto, 2012).

2 Andi Tenri Ajeng P., “Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce,
Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

2* Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2001), hal. 13.
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tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang
ditempuh adalah langkah normatif.®
2. Batasan Penelitian
Batasan Penelitian akad (tranksaksi) e-commerce dalam skripsi ini
adalah akad jual beli.
3. Sumber Data
Dengan pengumpulan data-data penulis menggunakan sumber
data, yaitu:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung
dari objek yang diteliti.?® Karena penelitian ini merupakan penelitian
kepustakaan atau Library research maka yang dijadikan sumber data
primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE), kitab al-Figh al-Islami wa
Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili dan kitab Bidayah al-Mujtahid fi
Nihayah al-Muqtasid karya Ibnu Rusyd.
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti
data dalam dokumen dan publikasi.?” Yang termasuk sumber data
sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau catatan-catatan

yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang

2> Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian 1lmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008),
him. 87.

%6 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), him. 57.

#" Ibid., him. 57.
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mendukung untuk lebih menguatkan sumber data penelitian dan
dapat menunjang terselesaikan penulisan tersebut seperti makalah,
diktat, jurnal dan sebagainya yang berhubungan dengan kontrak
elektronik pada e-commerce.
4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat
kabar, majalah, dan sebagainya.?
5. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang penulis gunakan dalam menganalisis
data dan materi dalam penelitian ini adalah content analysis secara
kualitatif. Content analysis diartikan sebagai analisis isi, atau kajian isi.?®
Analisis atau kajian isi itu sendiri diartikan sebagai teknik penelitian
yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan replikatif dan sahih dari
data atas dasar konteksnya.*® Penulis akan menganalisis data-data yang
bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tentang
kontrak elektronik pada e-commerce menurut UU ITE dan hukum Islam.
Langkah-langkah  yang digunakan oleh penulis adalah

mendeskripsikan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan

%8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka
Cipta, 2014), him. 274.

2 Hadiri Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 2003), him. 68.

% Soedjono dan Abdurrahman, Metodologi Penelitian Suatu Penerapan (Jakarta: Rineka
Cipta, 1999), him. 13.
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masalah di atas baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar
hukum yang dipakai.
G. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar
memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan dapat
pula memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu
kesatuan yang sangat berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya
sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

Bab | : Pendahuluan, dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai
pokok permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, definisi
operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka,
dan sistematika pembahasan.

Bab Il : Perjanjian pada akad perspektif hukum Islam yang meliputi
pengertian hukum perjanjian Islam, keabsahan perjanjian menurut hukum
Islam, asas-asas hukum perjanjian Islam, klasifikasi perjanjian/akad dalam
Islam, berakhirnya perjanjian, prinsip-prinsip perjanjian Islam dalam
pembuatan perjanjian.

Bab 11l : Sistem perjanjian elektronik pada transaksi e-commerce
dalam UU ITE meliputi pengertian elektronik pada transaksi e-commerce,
perjanjian elektronik dalam UU ITE, jenis-jenis transaksi e-commerce,
mekanisme transaksi e-commerce, dan perkembangan transaksi e-commerce di

Indonesia.
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Bab IV : Tinjauan hukum islam terhadap perjanjian elektronik pada
transaksi e-commerce menurut uu ite meliputi Mekanisme Perjanjian
Elektronik Pada Transaksi E-Commerce menurut UU ITE dan analisis
perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam terhadap perjanjian
elektronik dalam e-commerce.

Bab V : Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan kata penutup.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapatlah diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim
pengirim telah diterima dan disetujui penerima, setelah transaksi
dilakukan maka terjadilah perjanjian elektronik antar kedua pihak. Dalam
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi
dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik
adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer,
jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam perjanjian
melalui web, apabila pembeli setuju atau sepakat untuk membeli suatu
barang hanya dengan mengklik “buy” atau “accept” maka semua syarat
dalam melakukan perjanjian harus dipenuhi dan di saat pembeli mengklik
“buy” atau “accept” disitulah telah terjadi perjanjian.

2. Perjanjian elektronik dalam berbagai akad muamalah sebagaimana diatur
dalam UU ITE ditinjau dari hukum Islam adalah boleh sesuai dengan
hukum asal muamalah yaitu al-iba>hah (boleh) selama tidak ada dalil
yang melarangnya. Perjanjian ini juga memenuhi syarat sah terjadinya
jual beli menurut pernyataan Ibnu Rusyd bahwa syarat terjadinya jual beli
adalah akad, objek akad, dan dua orang yang melakukan akad. Namun
demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya.

Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung
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unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, penipuan, kecurangan,

pemaksaan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-

syarat didalam jual belinya. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 110 yang

menyatakan bahwa terjadinya akad juga dapat dilakukan secara elektronik

selama tidak menyalahi syariat Islam.

B. Saran-Saran

1. Bagi pemerintah :

a.

Dalam menciptakan suatu kebijakan hendaknya senantiasa
mengedepankan kemaslahatan bagi masyarakat dan sesuai dengan
prinsip hukum yang berlaku di Indonesia yaitu demi keadilan.

Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu hal yang tidak dapat
dipisahkan dengan masyarakat sekarang ini, bisa dikatakan hal tersebut
sudah menjadi bagian hidup. Oleh karena itu, Pemerintah harus lebih
gencar mensosialisasikan masalah UU ITE dengan mengadakan
seminar-seminar tentang pelaksanaan UU No 11 Tahun 2008 tentang

informasi transaksi elektronik.

2. Bagi pengusaha e-commerce:

a.

Perlu untuk membangun kepercayaan yang berawal dari kehandalan
sistem pelayanan. Kepercayaan menentukan peluang bagi hubungan
antar pihak di masa mendatang. Secara bersama-sama, berbagai pihak
pengusaha e-commerce perlu untuk menumbuhkan rasa percaya

masyarakat terhadap internet dan e-commerce.
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b. Jadilah WNI yang taat dan tertib hukum. Tertib dan utamakan
kejujuran dalam melaksanakan transaksi dan perjanjian elektronik
sesuai dengan UU ITE sehingga kemajuan teknologi dapat menjadi
manfaat.

3. Bagi konsumen e-commerce:

a. Tidak perlu khawatir untuk berbelanja di Internet. Disarankan agar
konsumen memilih toko online yang sudah punya nama (branded)
karena biasanya mereka memiliki kredibilitas tingi dan terdapat

informasi yang lengkap. Website besar seperti www.lazada.com,

www.bukalapak.com, www.shopee.com, dll. juga bisa menjadi pilihan

untuk berbelanja, karena sebelum penjual menjual produknya akan
diseleksi terlebih dahulu oleh pihak website tersebut, sehingga
kemungkinan dalam ketidakjujuran penjualan produk menjadi lebih
kecil.

b. Jadilah WNI yang taat dan tertib hukum. Tertib dan utamakan
kejujuran dalam melaksanakan transaksi dan perjanjian elektronik
sesuai dengan UU ITE sehingga kemajuan teknologi dapat menjadi
manfaat.

4. Untuk kepentingan riset figh muamalah, diharapkan penelitian ini dapat
dijadikan sebagai referensi dalam penelitian yang berhubungan dengan
perjanjian elektronik, dikarenakan ruang lingkup yang diteliti masih

banyak.

C. Penutup
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Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis selama
mengerjakan skripsi sederhana ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih
jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran
yang membangun untuk perbaikan skripsi-skripsi berikutnya. Semoga skripsi

ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.
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